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Hukum waris adalah aspek penting dalam kehidupan sosial yang
mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Di
Indonesia, sistem hukum waris mencakup hukum waris adat, hukum Islam
dan Kuhperdata. Namun berbeda dengan adat suku batak mandailing dalam
pembagian warisan terhadap anak angkat yaitu sama kedudukan
pembagiannya, sehingga Penelitian ini berfokus pembagian warisan bagi anak
angkat dalam adat Batak Mandailing dengan tujuan menjadikan anak angkat
sebagai penerus keluarga

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan anak angkat dalam
pembagian harta warisan adat Batak Mandailing, dengan tiga masalah utama:
kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan adat Batak Mandailing,
cara pembagian warisan terhadap amak angkat menurut adat Batak
Mandailing, serta hambatan dan upaya lembaga adat Batak Mandailing dalam
proses pembagian warisan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
yunidis empiris melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, menggambarkan peristiwa secara mendalam. Sumber data
terdiri dari data primer dan data sekunder dari buku, jurnal, dan literatur
lainnya sedangkan Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan
menyimpulkan hasil penelitiannya.

Hasil Penelitian ini memunjukkan bahwa dan (3) kasus tersebut
kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung tergantung kontribusi
anak angkat bagi keluarga angkatnya sedangkan pembagian warisan dalam
adat Batak Mandailing dari (3) kasus tersebut dilakukan proses musyawarah
oleh ketua adat dan tokoh masyarakat, Namun upaya dalam menghadapi
hambatan pembagian harta warisan yaitu melakukan mediasi di tingkat Desa
melalui adat Batak Mandailing dengan mempertimbangkan kontribusi Anak
angkat laki-laki yang diterima dalam marga mendapatkan keistimewaan
dengan persetujuan keluarga besar dan pimpinan adat, dengan pembagian 2/3
dari harta warisan orangtua angkat. Sementara itu, anak angkat perempuan
mendapatkan 1/3 bagian sesuai prinsip hukum adat Batak Mandailing.

Saran untuk memperkuat pemahaman mengenai hak waris anak
angkat dalam hukum nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pengangkatan Anak dan perlu dilakukan sosialisasi yang luas di
masyarakat Batak Mandailing.
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